PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR . TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MEMNANGANI SEBAGIAN

Menimbang

Mengingat

URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

a, bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

1.

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2011 fentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor B
Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Retribusi lzin Pemanfaatan Ruang, maka penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan yang semula telah diatur melalui
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 perlu diubah dan

disesuaikan kembali;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perubahan dan penyesuaiannya terssbut perlu
ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1850);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
NMomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1689 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274},

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4388);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1888 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 318);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);



Menetapkan :

§ Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomaor 89, Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20089 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 4987);

11. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan

Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi 1zin
Pamanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2011 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2011 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN
DAN  PELIMPAHAN  SEBAGIAN  KEWENANGAN  UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN BEKASI




Fasal |

Beberapa ketentuan dalam Lampiran | Peraturan Bupati Bekasi Nomor § Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomer 32) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran | Nomor Urut 175 dihapus.

2.  Ketentuan Lampiran | Nomor Urut 178 diubah, sebagai berikut

KEWENANGAN
PENYELEMGGEARAMN KEWENANGAN PENANDATANGAN
JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAMNMNON PERIZINAN
MO | PERIZINAN/NON FERIZINAN PADA,
PERIZINAN ORGANISASI
FE; AWT : SKPD SEKDA | BUPATIAMAKIL
BUPATI
I
176 | Penetapan | DINAS TATA RUANG | DINAS TATA
, DAN PERMUEKIMAN RUANG DaN
lokasi | PERMUKIMAN
I

3. Ketentuan Lampiran | Nomor Urut 183 dihapus.

4, Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan
dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan
Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non
Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian
Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomor 32).




Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal Desemper




